
PERATURAN DAERAH PROPINSI KAUMANTAN TIMUR 

NOMOR 05 TAHUN 2003 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 


GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 


Menimbang a. 	 bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu 
pelayanan kesehatan masyarakat, perlu membel'ikan kewenangan 
dalam pengelelaan Rumah Sakit Umum Daerah Prepinsi Kal!mantan 
Trmur, maka dipandang perlu menetapkan kembali Susunan, 
Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah; 

b. 	 bahwa Peraturan daerah Propinsi Kalimantan Timur Nemer 04 Tahun 
2003 pada Pasal 9 ayat (5) menetapkan Pembentukan Susunan 
Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah aka:1 diatur 
melalui Peraturan Daerah; 

c. 	 bahwa sehubungan dengan . pertimbangan sebagimana dimaksud 
pada huruf a, penetapan perubahan Susunan Organisasi dan 
Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah perlu diatur dan ditetapkan 
kembali dengan Peraturan daerah. 

Mengingat : 1. 	 Undang-Undang Nemor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Otenem Propinsl Kalimantan Barat, Kalimantan 
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nemer 
65; Tambahan Lembaran Negara Nemer 1106); 

2. 	 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indenesia Tahun 1992 Nemer 92; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 3495); 

3. 	 Undang-Undang Nomor 22 Tahull 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran 
Negara 3839); 

4. 	 Undang-Undang Nemor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nemor 72; Tambahan Lembaran Negara 3848); 

5. 	 Peraturan Pemerintah Nemer 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Prepinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran 
l'Jegara Nemer 3952); 
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6. 	 Peraturan Pemerintah Nomor ten tang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah; Negara 2003 Nomor 
14, Tambahan Lembaran Negara 4262); 

Keputusan Presiden Nomor Tahun 1999 tentang 
Penyusunan Perundang-undangan dan Rancangan 
Undang-undang, Rancangan Pemerintah dan Rancangan 
Keputusan Presiden (Lembaran Tahun 1999 70); 

8. 	 Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman 
Kelembagaan dan Pengelolaan Daerah. 

Memperhatikan 1. 	 Keputusan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Daerah; 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SKNI/1997 
tentang Pola Tarif Rumah Sakit J.;ornorint::lh 

3. 	 Keputusan DPRD Nomor 2003 tentang Persetujuan 
Penetapan Rancangan Peraturan Propinsi Kalimantan llmur 
menjadi Peraturan Daerah '-",14,,;:'/"\(, Organisasi 
dan Tatakerja Rumah Sakit Daerah Propinsi Kalimantan 
Timur. 

RAKYAT 

: 	PERATURAN DAERAH TENTANG 
DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM 
llMUR. 

I: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. 	 Daerah adalah Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Timuri 

2. 	 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Daerah Otonom yang lain 
sebagai Badan Eksekutif Daerah; 

3. 	 Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur; 

4. Dinas Kesehatan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Propinsi dibidang Kesehatan; 
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5. 	 Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Propinsi 
Kalimantan limur. 

6. 	 Direktur adalah Kepala RSUD A. Wahab Syahrdnie Samarinda, Kepala RSUD Dr. Kanujoso 
Djatiwlbowo Balikpapan dan Kepala RSUD Tarakan yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai hubungan koordinatif, 
kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan; 

7. 	 Wakil Direktur adalah Kepala Bidang RSUD A. Wahab Syahranie Samarinda, Kepala Bidang 
RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan Kepala Bidang RsUD Tarakan yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur; 

8. 	 Divisi adalah Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Wakii Direktur; 

9. 	 Dewan Penyantun adalah Dewan PenyantLin atau Wali Amanat RSUD A. Wahab syahranie 
Samarinda, RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, dan RSUD Tara kan ; 

10. Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang 	keanggotaannya dipilih dari staf medis 
fungsional. 

11. Staf 	Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di Rumah Sakit 
dalam jabatan fungsional. 

12. Komite keperawatan adalah kelompok tenaga perawat yang keanggotaannya dipil ih dari staf 
keperawatan fungsional. 

13. Staf keperawatan fungsional adalah kelompck perawat yang bekerja di Rumah Sakit dalam 
jabati3n fungsional. 

14. Instalasi adalah unit fungsional yang menye!enggarakan pelayanan rumah sakit. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Kalimantan limur. 

Pasal 3 

Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri atas : 

1. 	 Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahranie eKelas B) di Samarinda; 
2. 	 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo (Kelas B) di BCJlikpapan; 
3. 	 Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan eKelas B) di Tarakan. 
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BAB III 


KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 


Pasal 4 

(1) Rumah Sakit Umum Daerah berkedudukan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah 
Propinsi yang merupakan unsur pelaksana tertentu dibidang pelayanan kesehatan yang 
berbentuk Lembaga Teknis Daerah; 

(2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebuta Direktur yang 
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur 
melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal S 

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara 
berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang 
dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta 
melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar 
Pelayanan Rumah Sakit. 

Pasal 6 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud \=ada Pasal 5, Rumah Sakit 
Umum Daerah mempunyai fungsi : 

a. menyelenggarakan pelayanan medik; 

b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medik; 

c. menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan; 

d, menyelenggarakan pelayanan rujukan; 

e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; 

f. menyelenggarakari penelitian dan pengembangan; 

g. menyelenggarakan pelayanan umum dan keuangan. 

BABIV 


ORGANISASI 


Pasal 7 

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri atas : 

a. Direktur; 
b. Wakil Direktur Umum; 
c. Wakil Direktur Keuangan; 
d. Wakil Direktur Pelayanan; 
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e. Wakil Direktur Pengembangan; 
f. Divisi; 
g. Komite Medik; 
h. Komite Keperawatan; 
i. Satuan Pengawas Intern; 
j. Instalasi; 
k. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) 	Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana 
tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini. 

Direktur 

Pasal 8 

(1) Direktur 	 mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, 
membina peiaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur berada 	di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Gubernur melalui.Sekretaris Daerah. 

Pasal9 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada Pasal 8, Direktur 
mempunyai fungsi : 

a. 	 melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian seluruh kegiata n pelayanan rumah 
sakit; 

b. 	 melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan akunlansi dan 
keuangan; 

c. 	 melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian seluruh perencanaan, pendidikan, 
pelatihan dan penelitian; 

d. 	 melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan administrasi; 

e. 	 melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan instalasi. 

Wakil Direktur Umum 

Pasall0 

(1) 	Wakil Direktur Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan ketatausahaan yang meliputi 
kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, hukum, humas dan 
melaksanakan kegiatan umum; 

(2) 	Wakil Direktur Umum dalam rr.enjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Direktur. 
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Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
Umum mempunyai fungsi : 

a. 	 melakukan urusan umum,surat menyurat dan kearsipan; 

b. 	 melakukan urusan kepegawaian; 

c. 	 melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 

d. 	 melakukan urusan hukum dan hubungan masyarakat. 

Pasal12 

(1) Wakil Direktur Umum, terdiri atas : 

a. 	 Divisi Umum, Humas dan Perlengkapan; 

Divisi Hukum dan Kepegawaian; 


Divisi-Divisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
Kepala Divisi yang dalam melaksanakan tugasnya 
kepada Wakil Direktur Umum. 

Pasal 13 

(1) Divisi Umum, Humas dan Perlengkapan 
administrasi umum, perpustakaan, kearsipan, 
perlengkapan/peralatan, serta hubungan masyarakat dan 

(2) Divisi Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
dOKumentasi, pengelolaan kepegawaian dan 
lembaga. 

Wakil 

14 

(l) Wakil Direktur Keuangan mempunyai tugas pokok 

Wakil Direktur 

oleh seorang 
di bawah dan bertanggung jawab 

melaksanakan urusan 
dan pemeHharaan 

bantuan hukum, kegiatan 
pegawai serta hubungan antar 

melaksanakan, 
menyiapkan bahan penyusunan anggaran, kegiatan 
menyelenggarakan pencatatan transaksi keuangan 
pengendalian akuntansi keuangan dan akuntansi 

,",0,.1">",..,1'1 dana, 
dan 

(2) Wakil Direktur Keuangan dalam melaksanakan tugasnya 
jawab kepada Direktur. 
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Untuk rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana Wakil Direktur 
Keuangan mempunyai fungsi : 

a. 	 penyusunan anggaran dan pendapatan Rumah Sa kit; 

b. 	 pengelolaan keuangan Rumah Sakit; 

c. 	 pelaksanaan kegiatan pencatatan atas no""olon,nl"!::1 

penyajian laporan akuntansi keuangan dan 

e. 	 pelaksanaan kegiatan verifikasi. 

Pasal 16 

(1) Wakil Direktur Keuangan, terdiri atas : 

a. Divisi Akuntansii 
b. Divisi Keuangan. 

Divisi-Divisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang 
Kepala Divisi. yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggung jawab 
Wakil Direktur keuangan. 

Pasal17 

(1) 	 Divisi Keuangan mempunyai tugas meJaksanakan bahan permintaan Surat 
Keputusan Otorisasi (SKO) dan Surat Perintah Llo ....... t"I~\t~ .."., (SPP) maupun 
Laporan Pertanggung Jawaban Pengeluaran 
termasuk penyiapan bahan untuk pengusulan dan 
melaksanakan penyusunan rencana pemanfaatan 
penyusunan laporan pertanggung jawaban hasH OetlC€:IOI<3:an 

(2) 	 Divisi Akuntansi mempunyai tugas melaksanakanl meneliti semua 
pengeluaran maupun penerimaan rumah sakit menyusun laporan tentang 
penerimaan dan pengeluaran keuangan pada rumah melaksanakan pengkajian 
penyelenggaraan manajemen rumah sakit baik bidang keuangan, 
perlengkapan maupun manajemen kepegawaian, penelitian pengujian 
terhadap dokumen penerimaan pengeluaran sakit termasuk mengevaluasi 
pelaksanaan anggaran berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran. 

Wakil Direktur 

Pasal18 

(1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, perawatan "'...."....... ,4' dan anastesi, 
asuhan keperawatan, logistik/ sterilisasi dan loundry, klinik, 
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pataologl anatomi, gizi, rehabilitasi medik, kedokteran kehakiman dan kamar jenazah, serta 
menyiapkan laporan dan evaluasi pada instalasi pe!ayanan; 

(2) 	Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Direktur. 

Pasal 19 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana d:maksud pac.Ja Pasal 18, Wakil Direktur 
Pelayanan mempunyai fungsi : 

a. 	 me!akukan koordil1asi rencana kebutuhan pelayanan medlk dan pent.;njang medik; 

b. 	 melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelayanan medik dan 
penunjang medik; 

c. 	 pembinaan dan pengembangan tenaga medik dan tenaga penunjang medik; 
d. 	 melakukan pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien pada 

instalasi terkait; 

e. 	 melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan, tenaga, sarCIna dan prasarana kegiatan 
asuhan keperawatan; 

f. 	 melakukan pengawasan dan penilaian asuhan keperawatan dan pendayagunaan tenaga 
serta fasilitas keperawatan; 

g. 	 melakukan pembinaan dalam upaya pengembangan tenaga keperawatan. 

Pasal20 

(1) Wakil Direktur Pelayanan, terdiri atas : 

a. 	 Divisi Medik; 
b. 	 Divisi Keperawatan; 
c. 	 Divisi Penunjang Medik. 

(2) Divisi-Divisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 	masing-masing dipimpin oleh seorang 
Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dl bawah dan bertangg ung jawab 
kepada Wakil Direktur Pelayanan. 

Pasal21 

(1) Divisi 	 Medik mempunyai tugas menyusunrencana pe!ayanan medik pada instalasi serta 
melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasl penggunaan fasilitas serta pelaksanan 
kegiatan pelayanan medik dalam upaya pengembangan tenaga puda Instalasi pelayanan 
medik. 

(2) Divisi 	 Keperawatan mempunyai tugas menyusun rencana keperawatan, melaksanakan 
asuhan keperawatan, pembinaan tenaga keperawatan, peralatan dan fasilitas keperawatan 
serta evaluasi pelaksanaan keperawatan pada instalasi keperawatan. 
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(3) Divisi 	 Penunjang Medik mempunyai tugas menyusun rencana penunjang medik pada 
insta!asi serta melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan fasilitas serta 
pelaksanan kegiatan pelayanan penunjang medik dalam upaya pengembangan tenaga pada 
instalasi penunjang medik. 

Wakil Direktur Pengembangan 

Pasal22 

(1) Wakil Direktur Pengembangan mempunyai tugas pokok menyusun program, melaksanakan 
rekam medik, pengolahan data elektiOnik, pemeliharaan sarana rumah sakit, kesehatan dan 
keselamatan kerja dan limbah, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, 
pemasaran dan kemitraan, menyiapkan laporan dan evaluasi pada instalasi pengembangan; 

(2) Wakil Direktur Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Direktur. 

Pasal23 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Wakil Direktur 
Pengembangan mempunyai fungsi : 

a. 	 melakukan pengelolaan kegiatan penyusunan rencana, program, pelaporan dan evaluasi; 

b. 	 melakukan pengelolaan kegiatan I'ekam medik; 

c. 	 melakukan koordinasi kegiatan pendidikan,pelatihan, penelitian, pemasaran, kemitraan dan 
pengembangan; 

d. 	 melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan,penelitian, pemasaran, kemitraan dan 
pengembangan; 

e. 	 melakukan pengawasan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, pemasaran, 
kemitraan dan pengernbangan; 

f. 	 melakukan peningkatan mutu dan pengembangan sumber daya manusia dan kinerja Rumah 
Sakit. 

Pasal24 

(1) Wakil Direktur Pengembangan, terdiri atas : . 

a. 	 Divisi Perencanaan; 
b. 	 Divisi Pendidikan,Penelitian dan Pengembangan. 

(2) Divisi-Divisi 	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala 
Divisi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Wakil Direktur Pengembangan. 
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(1) Divisi 	 Perencanaan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memantau dan 
mengevaluasi pelaksanaan program laporan, _",,,,.,..,,,1 dan mensistematisasikan 
catatan medik rumah sakit; 

(2) Divisi 	 Pendidikan, Penelitian dan mempunyai tugas menyusun, 
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program serta laporan rencana 
kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penelitlan dan nG.,"",mn 

BABV 

KOMITE MEDIK, STAf MEDIK fUNGSIONAL, SATUAN DIiiIlWIr. 

KOMITE KEPERAWATAN, STAf KEPERAWATAN ruli."'•.,..",..,...... 

Komite 

Pasal26 

(1) 	 Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang dipilih dari anggota 
stat medik tungsionai; 

(2) 	 Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur; 

(3) 	 Komite Medik mempunyai tugas membantu menyusun standar pelayananr 
memantau pelaksanaannya, pembinaan etika mengatur kewenangan profesi 
anggota stat medik fungsional dan pengembangan pelayanan; 

(4) 	 Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dapat ,."",,,nn oleh panitia yang anggotanya 
terdiri darl staf medik fungsional dan tenaga profesi secara 

(5) 	 Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Medik dibentuk untuk 
mengatasi masalah khusus; 

(6) 	 Penetapan panitla diangkat dan diberhentikan oleh 

(1) 	 Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan 
dalam fungsional; 

(2) 	 Medik Fungsional mempunyai tugas 
pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan 
kesehatan, pendidikan, pelatihan dan penelitian; 
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(3) 	 Dalam melaksanakan tugasnya staf 
keahliannya; 

(4) 	 Kelompok Medik fungsional dlpimpin 
kelompok untuk masa bakti tertentu; 

Bagian Ketiga 

Satuan PP.I'ftIlIW.::1~C;: Intern 

Pasal28 

(1) 	Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas 
pelaksanaan program rumah sakit, standar pelayanan 

(2) 	 Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud uyat 
a. 	 Medik 
b. 	 Keperawatan 
c. 	 Non Keperawatan 
d. 	 Administrasi 

Bagian 1\.1::1::1111". 

Kamite Keperawatan 

Pasal29 

(1) 	 Komite Keperawatan adalah kelompok keperawatan 
anggota staf keperawatan fungsional; 

(2) 	 Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggung 

(3) 	 Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu 
memantau pelaksanaannya, melaksanakan 
kewenangan profesi anggota staf keperawatan 
pelayanan; 

(4) 	 Dalam melaksanakan tugasnya Komite Keperawatan 
anggotanya terdiri dari staf keperawatan fungsional 
officio; 

(5) 	 Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite 
mengatasi masalah khusus; 

(6) 	 Penetapan panitia diangkat dan diberhentikan 

oleh 

Direktur dalam pengawasan 
prosedur tetap rumah sakit; 

terdiri dari unsur : 

keanggotaannya dipilih dari 

kepada Direktur; 

menyusun standar pelayanan, 
profesi, mengatur 

dan pengembangan profesi 

dibantu 
profesi secara ex­

dibentuk untuk 
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Bagian Kelima 

Staf Keperawatan Fungsional 

Pasal30 

(1) 	 Staf keperawatan fungsional adalah kelompok perawat dan bidon yang bekerja di Instalasi 
dalam jabatal1 fungsional; 

(2) 	 Staf keperawatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan asuhan keperawatan secara 
paripurna preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatifi 

(3) 	 Dalam melaksanakan tugasnya staf keperawatan fungsional dikelompokkan sesuai dengan 
keahliannya; 

(4) 	 Kelompok staf keperawatan fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh 
anggota kelompok untuk masa bakti tertentu; 

Bagian Keenam 

Instalasi 

Pasal31 

(1) 	 Instalasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan medik, pelayanan asuhan 
keperawatan dan pelayanan penunjang medik; 

(2) 	 Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas : 

a. Instalasi Rawat Jalani 
b. Instalasi Rawat Inap; 
c. Instalasi Rawat Darurat; 
d. Instalasi Perawatan Intensif; 
e. Instalasi Bedah Sentral; 
f. 	 Instalasi Anestesii 
g. Instalasi Asuhan Keperawatan; 
h. Instalasi Logistik; 
i. Instalasi Sterilisasi dan Loundry; 
j. 	 Instalasi Radiologi; 
k. Instalasi Farmasi; 
I. Instalasi Patologi Klinik; 
m. Instalasi Patologi Anatomi; 
n. Instalasi Gizi; 
o. 	 Instalasi Rehabilitasi Medik; 
p. Instalasi Kedokteran Kehakiman dan Kamar Jenazan; 
q. 	 Instalasi Rekam Medik; 
r. Instalasi Pengolahan Data Elektronik; 
s. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit; 
t. 	 Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Limbah. 

(3) 	 Instalasi-instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masing-masing dipimpin oleh 
seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi. 
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Pasal32 

(1) 	 Instalasi Rawat Jalan mempunyai 
rawat jalan; 

(2) 	 Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas 
rawat inap; 

(3) 	 Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas 
gawat darurat; 

(4) 	 Instalasi Perawatan Intensif mempunyai tugas 
perawatan intensif; 

(5) 	 Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas 
(6) 	 Instalasi Anestesi mempunyai tugas 
(7) 	 Instalasi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas 

askep; 
(8) 	 Instalasi Logistik mempunyai tugas m£:l,,,\I£:I,I<::, "'f'""".r::>n 

(9) 	 Instalasj Sterilisasi dan Loundry mempunyai 
dan laundry; 

(10) 	 Instalasi Radiologi mempullyai tugas 
radiodiagnostik dan radioterapi; 

(11) 	Instalasi Farmasi mempunyai tugas 
(12) 	Instalasi Patotogi Klinik. mempunyai 

laboratorium klinik; 
(13) 	Instalasi Pato!ogi Anatom mempunyai tugas 

patologi anatomi; 
(14) mempunyai tugas menyelenggarakan 
(lS) 	I'1stalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas 

pemulihan kesehatan; 
(16) Instalasi Kedokleran Kehakiman dan 

kegiatan Kedokteran Kehakiman 
(17) Instalasi Rekam Medik mempunyai 
(18) 	 Instalasi Pengolahan Data 

Pengolahan Data Elektronik (komputerisasi) rumah 
(19) 	 Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 

pemeliharaan dan perbaikan sarana dan 
(20) 	 Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

menyelenggarakan kegiatan Kesehatanj Keselamatan 

tialQlaln Ketujuh 

Dewan ttenyantun 

Pasal33 

(1) 	 Dewan Penyantun diangkat olell Gubernur. 

(2) 	 Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalarn 

a. Pemilikj 
b. Pemerintah Daerah Seternpat; 
c. Tokoh Masyarakat; 
d. Tenaga Profesional. 

kegiatan pelayanan pasien 

pelayanan 

kegiatan pelayanan pasien 

kegiatan pelayanan 

kegiatan pelayanan bedah; 
kegiatan pelayanan anestesi; 

kegiatan pelayanan 

kegiatan pelayanan logistik; 
kegiatan sterilisasi 

kefarmasian; 
kegiatan pelayanan 

pelayanan 

berasal dari unsur : 
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Pasal 34 

(1) 	Jumlah Anggota Dewan Penyantun 5 (lima) orang, seorang 
dianmranya dipilih sebagai Ketua merangkap Anggota; 

(2) 	 Masa jabatan Dewan penyantun ditetapkan selama 3 tahun. 

Pasal 35 

Dewan Penyantun mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. 	 memberikan pendapdt dan saran kepada Gubernur H ..'nld'4f1'." Program diajukan 
Direktur; 

b. 	 memberlkan pendapat dan saran terhadap Laporan 

c. 	 memberikan pendapat dan saran atas laporan 

(1) 	Pengelolaan Rumah Sakit Umum 

(2) 	Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai wewenang 
sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan 

(3) 	Untuk pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah, Propinsi tt!tap mengalokasikan 
dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : 

e. 	 Belanja Pegawaii 
f. 	 Pemeliharaan; 
g. 	 Investasi. 

(4) 	Untuk melaksanakan fungsi sosial Pemerintah Kota, Kabupaten, Pemerintah 
Propinsi dan Pemerintah Pusat menga!okasikan anggaran orang miskin; 

(5) 	Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak Ketiga setelah 
mendapat persetujuan Gubernur. 

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai wewenang di bidang : 

(1) 	 Menge/ola Sumberdaya manusia, meliputi : 

a. Perencanaan, pembinaan dan pengembangan serta Sipil 
maupun Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh 
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b. 	Menilai akuntabilitas kinerja Pegawai 

(2) 	 Mengelala Sumber Daya Keuangan melipl!ti: 

a. 	 Perencanaan, pelaksanaan, dan 

operasional Rumah sakit. 


b. 	 Menggunakan secara langsung seluruh penerimaan 
c. 	 Mengelola dan mengembangkan dana bergulir 
d. Mengelala alokasi dana rumah sakit. 
e. 	 Meningkatkan dan mengembangkan sakit. 
f. 	 Menetapkan tarif rumah sakit. 

(3) 	 Mengelola sumber daya sarana dan prasarona meliputi : 

a. 	 Perencanaan, pengadaon, penerimaan dan pemakaian 
dan pemeliharaan pengembangan. 

b. 	Penghapusan sarana dan prasarana yang rusak dengan ketentuan yang 
berlaku. 

Pasal 38 

Penetapan tarif Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada 37 ayat (2) huruf (f) dilakukan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 

(1) 	Besaran tarif berdasarkan satuan biaya pelayanan 

(2) Tarif untuk kelas HI ditetapkan oleh Gubernur. 

(3) Tarif untuk kelas 	 I dan Kelas Utama (VIP) aleh Direktur, %:Io;:a.~u;u mendapat 
persetujuan Gubernur. 

BAB VII 

KElOMPOK JABATAN FUNGSIONAl 

Pasal39 

a. 	 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas se)umlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsianal 
yang dibagJ dalam berbagaJ kelampak dengan dan keahliannya. 

b. 	 Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga senior yang diangkat oleh 
Gubernur atas usul Direktur. 

c. 	 Jenist jenjang dan jumlah jabatan fungsional oleh Gubernur berdasarkan 
kebutuhan, kemampuan dan beban kerja/ sesuai perundang~undangan yang 
berlaku. 



16 

BABVUl 

EsELON ORGANlsAsI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

Pasal 40 

(1) 	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah/Direktur adalah Jabatan Eselon I1.a; 
(2) 	Kepala Bidang/Wakil Direktur Rurr.ah Sakit Umum Daerah adalah Jabatan Eselon IIL a; 
(3) 	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Divisi Rumah Sakit Umum Daerah adalah Jabatan 

Eselon IV.a. 

BAB IX 

TATA KERJA 

Pasal 41 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Divisi wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan 
masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Propinsi. serta 
instansi lain di luar Pemerintah Propinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. 

(2) Setiap 	 pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk 
bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(3) Setiap 	 pimpinan satuan organisasi wajib m:engikut i dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala 
tepat waktu. 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organlsasi dari bawahannya wajib diolah 
dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahannya. 

(5) 	Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib 
disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secarCl fungsional mempunyai 
hubungan kerja; 

(6) Uraian tugas Jabatan dilingkungan 	Rumah Sakit Umum Daerah diatur lebih lanjut dalam 
Keputusan Gubernur; 

(7) S~tiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah wajib 
melaksanakan pengClwasan melekat. 

Pasal42 

(1) 	Dalam pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai 
hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Propinsi dan 
Instansi terkait lainnya; 

(2) 	Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatun Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai 
hubungan jaringan dengan rumah sdkit lainnya. 
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Pasal43 

Apabila Direktur berhalangan, maka Wakil Direktur secara struktural dapat melaksanakan tugas 
Direktur atau Pejabat Struktural lainnya sesuai Daftar Urut Kepangkatan. 

BABX 


KEPEGAWAIAN 


Pasal44 

(1) Direktur 	 diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang 
memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Wakil Direktur 	dan Kepala Divisi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai 
Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Dewan Penyantun diusulkan oleh Direktur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(4) Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Satuan 	Pengawas Intern, Komite Keperawatan, Staf 
Keperawatan Fungsional dan Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. 

BAB XI 


PENGAWASAN 


Pasal 45 

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit Umum DClerah dilakukan : 

a. 	 Ke dalam oleh Komite Medik, Komite Keperawatan dan Satuan Pengawas Intern ; 
b. 	 Pengawasan Fungsional. 

BAS XII 


KETENTUAN PERALIHAN 


Pasal 46 

(1) 	Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi 
dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Propins! Kalimantan Timur tersebut dapat 
ditinjau dan dievaillasi kembali disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangun yang 
berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan dan beban 
kerja serta analisis jabatan. 
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(2) 	 Rumah Sakit Umum Daerah yang berbentuk Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), paling singkat 5 tahun menjadi Badan Usaha Milik Daerah (SUMD) sejak tanggal 
diundangkan. 

(3) 	 Apabila terjadi perubahan Peraturan Pemerintah tentang pedoman kelembagaan dan 
pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah akan disesuaikan dan/atau ditetapkan kembali 
dengan Keputusan Gubernur. 

(4) 	Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan 
dan mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

(5) 	 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur. 

BAS XIII 

KETENTUAN PENUTUP 


Pasal 41 


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinyn, memerintahkan pel1gundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur. 

Diundangl(an di Samarinda 
pada tanggal 18 Desember 2003 

J ' 

! YAIFUL TETENG 
f... 
[EMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2003 NOMOR 050 



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN LAMPIRAN . PERATLJRAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 

TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM NOMOR 05 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN, 

DAERAH PROPINSI KAUMANTAN l1MUR 
r-,=-:.-------, 

Dewan Penyantun 
DIREKTUR 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH 
SAKIT DAERAH UMUM PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 

Kelompok 
Jabatan 

Fungsional 

Divisi 
Divisi 

Hukum dan 
Divisi 

Akuntansi 

Divisi 

Keuangan 
Diklitbang 

Keoeoawaian 

Kete rangan Ba"an : Keterangan 3agan : I:etelangan eagan: Keterangan Bagan: 

1. )nstalaSl Rawat Jaian 1. Instalasi Askep 1. Instalasi Radiologi 1. InsUllasi Rekam Medik 
2. Instalasl Rawal Tnap 2. Insta lasl Loglstlk 2. Instalas' Famnasi 2. Instalasi Pengolahan Data Eiektronik 
3. Insta laS! Rawat Darurdt 3. Instalasi Sterilisasi 3. Instalasi Patologi 3.IPRS 

Insto iasl Perawatil'to dar Laundry Khnik 4. Instalasi K3 dan Limbah 

4. Instalasi Patologi 
5. al Anatomi 
6. 5 . Instala.sI Gizi 

C. Instalasi Rehabilitilsi 

, I 
Komite Medik Saluan Pengawas Kornit€ Keperal"l3tl1n 

Stal Medik 

Fun~sionai 

Intern 
St~r Keperawatan 

ftaQ~looal 



PENJELASAN 


ATAS 


PERATURAN DAERAH PROPTNSI MUR 


NOMOR 05 TAHUN 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA 
RUMAH SAKIT UMUM OAERAH KALIMANTAN 
TlMUR 

I. PENJELASAN UMUM 

Bahwa dalam rangka memperlancar dan 
kesehatan kepada masyarakat perlu memberi VP'lfP~'" 

Umum Daerah Propinsi Kalimantan Timur, Ilntuk menetapkan kembali 
Pembentukan, Susunan, Organisasi dan kerja Sakit Umum Daerah 
dalam suatu Peraturan Daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas ditetapkannya Keputusan 
Presiden Nomor 40 Tahun 200 I pada pasal 2 ayat Kelembagaan Rumah Sakit 
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Oaerah. 

Penetapan Kelembagaan Rumah Sakit Daerah dapat berbentuk 
Lembaga atau Badan Usaha Milik dan penetapan tersebut 
disesuaikan kondisi, dan daerah. 

II. PENJELASAN PASAL OEM! PASAL 

Pasal I 

Cukup jelas 


Pasal2 

Cukup jelas 


Pasal3 

Kelas B adalah pendid 


Pasal4 

Cukup jelas 


Pasal5 

Cukup jel<ls 


Pasal6 

Cukup jelas 
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Pasal 7 

Cukup jelas 


Pasai 8 

Cukup jelas 


Pasal9 

Cukup jelas 


Pasal 10 

Cukup jelas 


Pasal 11 

Cukup jelas 


Pasal 12 
Cukup jelas 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Cukup jeJas 

Pasal 15 
Cukup jeJas 

Pasal 16 
Cukup jelas 

Pasal 17 
Cukup jelas 

Pasal 18 
Cukup jelas 

Pasal 19 
Cukup jelas 

Pasal20 
Cukup jeJas 

Pasa] 21 
Cukup jelas 
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Pasal22 
Cukup 

Pasal23 
Cukup jelas 

Cukup jclas 

Pasa! 25 
Cukup 

Pasal 
(I) 


Cukup jelas 


rnstalasi bukan struktural dan ng. 

Ayat (3) 

Cukup jeJas 


Pasal 
Cukup 

Cukup 

Pasal29 
Cukup jelas 

Pasal31 
Cukup jelas 

Pasal32 
Ayat (I) 
Cukup 

Ayat (2) huruf 
PNSD yang diangkat atau ditetapkan Jabatan & Fungsional 

diusulkan oleh Direktur Rurnah Sakit Umum Daerah kepada Gubernur 

Pasal 33 
Cukup jelas 
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Pasal 
Cukup jelas 

Pasal 
Cukup jelas 

Pasal36 
Ayat (!) dan ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (2) huruf a 
Cukup jelas 

(3) huruf b dan c 
b. Pemeliharaan adalah alat canggih yang digunakan untuk kesehatan 

pasien. 

c. Investasi adalah tanah. bangunan, penamhahan alar 
canggih dan dalam rangka peningkatan kesehatan. 

Ayat (4) dan ayat (5) 
Cukup jelas 

Pasal 
Cukup jelas 

Pasal38 
Cukup jelas 

39 
Cukup jelas 

Pasal40 
Cukup 

Pasal4! 
Cukup 

Pasal42 
Cukup jeJas 

Pasal43 
Cukup jelas 

Pasal44 
Cukup jelas 


